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Kota Cimahi

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Wt
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomeor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang :
Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4116); Sham

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Negara Republik [ndonesia Nomor 4438] -
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Masyarakat;

12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor
tentang Urusan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 ]
Seri D); at

13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun

Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 88 Seri D) seb
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peratui
Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dir
Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota
Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);

Memperhatikan : 1. Berdasarkan Proposal Permohonan Perpanjangan
dari PKBM AKADEMIKA nomor 389/Akademika,
tanggal 22 Februari 2017

2. Bahwa berdasarkan laporan Tim Verifikasi
Tanggal 21 Bulan Februari Tahun 20
persyaratan Pusat Kegiatan Belajar Masy
AKADEMIKA dapat diberikan perset:
pendidikan  Non  Formal yang

Scanned with CamScanner



Memperhatikan hal-hal sebagai berikut : W

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal yang

diselenggarakan masyarakat sedemikian rupa sehingg:
dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap

2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang
berlaku atau yang akan ditentukan kemudian

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan
ketentuan menurut model yang ditentukan

4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya
30 hari sebelum ijin ini berakhir

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 27 Februari 2017

Tembusan :
1. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
3. Camat Kecamatan yang bersangkutan.
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